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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the liability of banks against losses related to customer  
transactions via sms bangking facilities. From the research we concluded that: 
Currently the legislation governing directly about the SMS product bangking yet, 
however, the legislation that is currently already covers aspects of legal protection 
bangking SMS user customers include Law Law on Banking, Law on Bank Indonesia 
¬Undang, Law on Consumer Protection, Law on Telecommunications, Law on 
Information and Electronic Transactions and other laws and regulations, among 
others, government regulation concerning Fostering and Supervision and Consumer 
Protection and Regulation of Bank Indonesia and Bank Indonesia Circular Letter 
concerning Transparency in Bank Product Information and Use of Customer Personal 
Data, Customer Complaint Resolution, Mediation Banking and risk Management in 
the Use of Information Technology by Bank Umum.Faktor the factors that affect the 
risk loss of customers in the transaction via SMS bangking is a delay of delivery 
notification of transactions received by the customer, it is possible with regard to the 
network provider is busy, should have banks provide information to customers who 
have conducted transactions via sms service banking for the late delivery of the 
transaction, so that customers get the assurance that transactions carried out have 
been successful or not, the shipping error to another number, not the receipt of notice 
from the bank, even though the customer has made a transaction and the failure in 
sending sms. Another factor influencing that is still weak legal protection for 
customers, absence of clear and effective regulation of the banking and SMS services 
are still weak supervision of the authorities. Implementation of customer protection 
in the bangking SMS users do start stage pre-stage of the transaction, the stage at the 
transaction date, and during the post-transaction. Implementation of customer 
protection in the Banking SMS users do start stage pre-stage of the transaction, the 
stage at the transaction date, and during the post-transaction. Implementation of 
customer protection SMS users bangking done through the implementation of SMS 
product transparency bangking not been fully carried out because of the risk has not 
been informed among other products, the complaints procedure in case of problems, 
and limits the compensation to be awarded. Protection against system security 
information technology SMS bangking do with fulfilling aspects of confidentially, 
integrity, authentication, availability, access control, and non-repudiation, but still 
need to improve the reliability of technological systems of internet banking, 
protection of the personal data of customers is done through an approach self-
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regulation and government regulation. Protection against the validity of the 
transactions carried out by the recognition of electronic documents as evidence that 
the transaction is valid and it is listed in the form agreement between the bank and its 
customers. Protection of dispute settlement is done with the availability of several 
options either through the media outside the court or through a court. Forms of 
accountability for the use of internet banking in the event of a problem depending on 
the cause of the loss, if it turns out the material losses suffered by users of internet 
banking customers of the bank caused by the fault and the bank, then the bank's 
responsibility to satisfy customers' demands compensate. 
 Keywords: bank accountability, to, loss of customersii 
 
 
ABSTRAK 
Tesis ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah yang terkait 
dengan fasilitas transaksi melalui sms bangking. Dari hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan, bahwa : Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 
langsung tentang produk SMS Bangking belum ada, namun demikian, peraturan 
perundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukum 
nasabah pengguna SMS Bangking antara lain adalah Undang-Undang tentang 
Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang 
Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya 
antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan dan Perlindungan Konsumen serta Peraturan Bank Indonesia dan 
Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk 
Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan Nasabah, 
Mediasi Perbankan, dan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi 
Informasi oleh Bank Umum.Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kerugian nasabah 
dalam transaksi melalui SMS Bangking  adalah terjadi keterlambatan pemberitahuan 
pengiriman transaksi yang diterima oleh nasabah, dimungkinkan berkaitan dengan 
jaringan provider yang sedang sibuk, Seharusnya bank memberikan informasi kepada 
nasabah yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking atas 
keterlambatan pengiriman transaksi, sehingga nasabah mendapatkan kepastian bahwa 
transaksi yang dilakukan telah berhasil atau tidak, Kesalahan pengiriman ke nomor lain, 
Tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah melakukan 
transaksi dan Kegagalan dalam pengiriman sms. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu 
Masih lemahnya perlindungan hukum bagi para nasabah, Belum adanya pengaturan 
yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking dan Masih lemahnya pengawasan 
dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna SMS 
Bangking pada dilakukan mulai tahap tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya 
transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. Pelaksanaan perlindungan nasabah 
pengguna SMS Bangking yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk SMS 
Bangking belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain 
risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi 
yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi informasi SMS 
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Bangking dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, 
authentication, availability, access control, dan non-repudiation, namun tetap perlu 
dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek 
perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui pendekatan self 
regulation dan government regulation. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi 
dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai 
alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank 
dengan nasabah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan 
tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui 
pengadilan. Bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan internet banking apabila 
terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil 
yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena 
kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggung jawab memenuhi tuntutan 
nasabah memberikan ganti kerugian. 
Kata Kunci: pertanggungjawaban bank, terhadap,kerugian nasabah 
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Latar Belakang  
Pada umumnya semua negara yang sedang berkembang seperti halnya 
Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 
mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini peranan 
perbankan menjadi sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. 
Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank 
yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan 
ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat 
kesehatan dunia perbankan. Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis ini 
terus ditata dan diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 
1992 Tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 
tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang 
Perbankan. 
Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, 
lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan penyimpan dananya, melalui 
kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan
1
.Hadirnya dunia usaha sangat 
diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi    secara   langsung   dalam 
 mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. 
Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik 
dari segi materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan  perekonomian yang sangat baik. 
                                                             
1 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 7 
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Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah 
satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah 
menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat 
kehidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih 
baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap 
memperhatikan dan menjaga stabilitas. 
Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan 
hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun 
dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana 
yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya 
kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti 
merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat 
kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh 
karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat 
dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menerapkan prinsip kehatihatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap 
terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah 
penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat 
masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan 
dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud 
di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. 
Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran 
masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari 
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bank. Bank-bank yang ada dengan memberikan produk-produk yang diunggulkan 
berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat. 
Namun demikian pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam 
mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank, karena pihak bank harus 
bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah 
tersebut berikut bunganya. Sedangkan bagi para nasabah harus memahami benar 
bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh suku 
bunga simpanan yang tinggi maupun bonus atau hadiah  yang digunakan pihak luar, 
jika ternyata bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik. 
Di Indonesia Lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi 
yang lazim. Bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai 
lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat 
banyak.
2
Namun dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan 
nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, professional dan transparan. 
Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan 
terhadap dunia perbankan nasional. Bank Indonesia selaku bank sentral dituntut 
untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia, karena 
jika kondisi suatu bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha dunia perbankan. Maka bank Indonesia dapat melakukan 
tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan 
                                                             
2 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 14. 
 
7 
 
direksi bank juga menghapus kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan 
modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih 
beserta seluruh kewajibannya. 
Langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas dilakukan untuk 
mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan 
masyarakat. Dengan adanya bank-bank yang kurang sehat membuat pemerintah 
akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi bank-bank yang sakit 
tersebut, karena bank-bank yang sakit tersebut dapat dikhawatirkan akan 
membahayakan perekonomian bangsa. 
Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan 
mempengaruhi peredaran uang dan itu dapat merugikan masyarakat, khususnya 
nasabah penyimpan dana. Kerugian tersebut ditanggung oleh bank yang 
bersangkutan, yang akhirnya bisa ditanggung kreditur maupun nasabah. Besarnya 
nya dana yang dapat dihimpun oleh bank dari masyarakat identik dengan banyaknya 
nasabah bank, maksudnya bahwa semakin banyak bank yang dapat menarik nasabah, 
maka bank akan mendapat dana yang semakin besar pula. Oleh karena dengan 
banyak masyarakat menjadi nasabah bank, maka perlu adanya perlindungan hukum 
bagi nasabah penyimpan dana. 
Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi 
pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan 
nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki 
kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang dana tersebut 
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menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara 
dari sisi pihak yang kekurangan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang 
memerlukan dana tersebut menggunakan pinjaman dalam bentuk kredit dana dari 
bank guna keperluan tertentu. 
Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya 
disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah 
melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. 
Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun 
safe deposit.
3
 
Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk 
mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang 
dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana. Dalam interaksi yang 
demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak 
mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah 
menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.Dari berbagai pengalaman yang ada, 
timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang 
kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, (ii) 
pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih 
kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi 
nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk 
memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang  terjadi antara nasabah dengan bank.  
                                                             
3 Muliaman D. Hadad, Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam  Arsitektur 
Perbankan Indonesia,  hal 1. 
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 Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas 
pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan 
terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Dengan demikian 
bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksankan program 
pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau 
memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan 
ekonomi lemah.
4
 
Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan 
kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank 
pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun 
oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan 
masyarakat. Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya 
dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut fiduciary relation. Bank 
terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar 
kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap 
memelihara dan mempertahankan kepercayaan  masyarakat padanya.
5
 
Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata 
dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada 
waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Apabila kepercayaan 
nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup 
kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. 
                                                             
4 6Op-Cit, H. Budi Untung, hal 14. 
5
 8Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 556 
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Ketidakpercayaan pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut 
ambruk dalam waktu sekejap. Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting 
kepercayaan pada dunia perbankan: sebuah pelajaran yang harus dibayar dengan 
mahal. Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan 
sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah 
penyimpan dana) yang diliputi oleh asasasas umum dari hukum perjanjian, tetapi 
juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.  
Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara bank tidak 
boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus 
memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Berbeda dengan industri 
lainnya, maka pengaturan industri perbankan lebih banyak dilakukan oleh 
pemerintah Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan 
dan praktek-praktek yang tidak terpuji yang dapat merugikan kepentingan 
masyarakat luas. Kenyataan menunjukkan di manapun industri perbankan merupakan 
industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan industri-industri 
lainnya. 
Kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat sehingga 
perlu dijamin kepastian  keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan 
merupakan bisnis beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelolah dengan baik dapat 
menganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, dan juga sistem 
perbankan dan kestabilan moneter. 
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan sekaligus melindungi hak-
hak penyimpan dana, akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 
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26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum. Dan 
Keputusan Presiden Nomor 1993 Tahun 1998 tentang Program Penjaminan Bank 
Perkreditan Rakyat, yang pada intinya memberi perlindungan hukum secara 
langsung kepada nasabah penyimpan dana terhadap kegagalan Bank Umum maupun 
BPR dalam memenuhi kewajibannya Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden 
Nomor 26 Tahun 1998, perlindungan terhadap nasabah sangat minim dalam badan 
hukum perbankan Indonesia. 
Perlindungan hukum penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan 
yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena 
hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta 
atas dasar kepercayaan (fiduciary relation).Adanya perlindungan hukum bagi 
nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi sangat penting, karena dalam 
kenyataannya kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang, dan nasabah 
selalu berada dalam posisi yang lemah, salah satu contoh yang terjadi pada nasabah 
PT. Bank Mandiri Tbk Area Kalbar.  Nasabah yang bernama  Abdul Rohman ini 
kehilangan uang sebesar Rp 51 juta direkeningnya pada hari Rabu tanggal 25 
Maret 2015  di Kantor Cabang Mandiri di Jalan A Yani Pontianak. Kasus ini terjadi 
ketika korban, Abdul Rahman (nasabah), memiliki rekening di salah satu bank, 
kemudian dari rekening di bank dan juga memiliki ATM, Jumlah uang yang ada di 
rekening tersebut sebesar Rp 51 juta,  begitu nasabah memasukkan atau menabung 
sebesar Rp 51 juta ke bank, kemudian dia akan berbelanja dengan menggunakan 
kartu debit ATM-nya itu.  
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Dari kejadian kasus tersebut belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas 
tentang layanan sms banking,  Sampai saat ini, pengaturan tentang layanan sms 
banking hanya terbatas pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan, serta dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang 
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank 
Umum, Peraturan yang ada masih memiliki banyak kekurangan, seperti kurang jelas, 
kurang lengkap, atau terjadi pertentangan antar peraturan. Dengan telah disahkannya 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan layanan sms 
banking. Terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,  masih 
tetap menunggu peraturan yang lebih efektif untuk layanan sms banking sebagai 
pedoman pelaksana layanan sms banking. Diharapkan dengan peraturan yang lebih 
spesifik tentang layanan sms banking, hal-hal yang kurang jelas dan kurang lengkap 
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang layanan sms 
banking dapat terjawab, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak 
masalah yang dapat  merugikan para pihak khususnya nasabah.Masih lemahnya 
pengawasan dari pihak yang berwenang. Meskipun telah ada peraturan yang terkait 
dengan layanan sms banking, namun dalam kenyatannya layanan ini kurang 
mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang. Untuk mencegah terjadi 
permasalahan antara para pihak khususnya antara pihak bank dengan nasabah, pihak 
yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan layanan sms banking dapat lebih 
melaksanakan tanggung jawabnya. 
Rumusan Masalah  
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Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan transaksi melalui SMS Banking ? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi resiko kerugian nasabah dalam transaksi 
melalui SMS Banking ?         
Pembahasan  
a. Pengaturan Transaksi Melalui SMS Bangking. 
Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam 
proses pembangunan nasional. Kegiatan utama usaha bank berupa menarik dana 
langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuat bank 
terkait dalam pengaturan, baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang 
perbankan sendiri yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 
maupun perundang-undangan lain yang terkait. Salah satu Undang-Undang yang 
terkait adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah selaku 
konsumen. Konsumen dalam perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. 
Nasabah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. 
Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 
bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh 
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fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 
bersangkutan. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Pada hakekatnya, terdapat landasan hukum yang 
menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: 
1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional 
diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi sehingga mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan 
jasa yang layak untuk masyarakat. 
2. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang 
memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara 
lain adalah dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang 
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah, dengan 
adanya lembaga ini maka dalam kegiatan perbankan seprti layanan sms 
banking para simpanan para nasabah dapat terjamin. 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat 
Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian dalam transaksi 
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suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin 
adanya kepastian hukum bagi konsumen. 
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Lahirnya Undang-undang ini sebagai lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh 
asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.  
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang tercantum dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri, 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi, 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha, 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan konsumen. 
Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa 
konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku 
usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam 
interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu 
hal yang tidak mungkin apabila terjadi permasalahan yang apabila tidak segera 
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diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. 
Penyebab permasalahan tersebut, diantaranya: 
a. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang 
ditawarkan bank 
b. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang 
masih kurang 
c. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah 
peminjam dana 
d. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal 
permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. 
 
Layanan sms banking sendiri dalam kenyataannya memberikan sejumlah 
kemudahan fasilitas dalam melakukan transaksi perbankan. Akan tetapi, dalam hal 
pengaturan hukum seperti perlindungan terhadap nasabah, bank tidak lagi mampu 
untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan sms banking. 
Ketidakmampuan ini disebabkan karena perbedaan antara transaksi perbankan 
melalui sms banking dengan perbankan secara konvensional. 
Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai 
pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan 
terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat 
pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya 
perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan 
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Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank. Enam pilar dalam API 
adalah: 
a. struktur perbankan yang sehat, 
b. sistem pengaturan yang efektif 
c. sistem pengawasan yang independen dan efektif 
d. industri perbankan yang kuat 
e. infrastruktur yang mencukupi 
f. perlindungan nasabah 
Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah 
berlaku efektifnya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas 
dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen 
pengguna jasa bank. 
Pada satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut 
diberlakukan pada saat Bank Indonesia sebagai pengawas industri perbankan 
sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem 
perbankan, antara lain: 
1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah 
Dalam hal ini, bank harus menanggapi setiap keluhan dan pengaduan yang 
diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang 
dilakukan nasabah melalui bank tersebut. 
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen 
Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang 
dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung 
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penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat sebagian 
besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa 
nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan 
cepat. 
3. Penyusunan standar transparansi informasi produk 
Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk 
menjadi nasabah bank mendapatkan informasi yang cukup memadai 
mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk 
tertentu. 
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah 
Seharusnya upaya perlindungan konsumen dimulai dengan memberikan 
pembelajaran awal kepada masyarakat umum mengenai bagaimana dan apa 
saja kegiatan usaha dan produk-produk keuangan yang diselenggarakan oleh 
pihak perbankan. 
Salah satu contoh dari edukasi atau pembelajaran kepada nasabah adalah 
dengan memberitahukan alamat situs bank tersebut yang menandakan bahwa situs 
yang diakses oleh para nasabah adalah benar. Sedangkan sosialisasi sms banking 
dengan cara memberitahukan kepada para nasabah tentang berbagai kemudahan 
dan yang paling penting dapat menjamin keamanan nasabah dalam mengakses 
layanan sms banking sehingga nasabah tidak ragu-ragu lagi memilih layanan sms 
banking yang ditawarkan oleh bank. Pada dasarnya, nasabah tidak perlu khawatir 
dengan perlindungan hukum dalam menggunakan layanan sms banking, karena 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah banyak pasal yang dapat 
19 
 
melindungi para nasabah jika nasabah merasa dirugikan. Hal tersebut terlihat yaitu 
dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen terdapat hak dan kewajiban 
pelaku usaha maupun hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. 
b. Kendala-Kendala  Mempengaruhi Resiko Kerugian Nasabah Dalam 
Transaksi Melalui SMS Bangking. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat banyak 
Negara yang belum siap dan sempat membuat produk-produk hukum untuk 
mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. 
Contoh kasus Tersangka pembobolan rekening bank mandiri sebesar Rp. 
51.000.000,- atas nama pemilik Abdur Ramhan, menggunakan media SMS 
Bangking. Pelaku Pembobobolan Rekening tersebut berjumlah 2 orang yaitu 
Sukarya dan Juanda, yang ditangkap Kepolisian Polda Kalimantan Barat
6
.  
Pelaku pembobolan rekening nasabah tersebut  mengintercept data nasabah 
saat korban melakukan transaksi lewat Sms Banking. Modus yang digunakan 
tersangka yakni mengambil data-data nasabah lalu melakukan konfigurasi untuk 
dapat membuka PIN atau password rekening korbannya. Setelah itu, pelaku 
melakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke dua rekening penampung. Kasus 
ini didasarkan pada laporan polisi pada dari pihak bank yang mengalami kebobolan. 
Pelaku dikenakan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 
ancaman hukuman empat tahun penjara,Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Dari kasus diatas dapat dijera UU ITE pada Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi: 
                                                             
6
 Hasil wawancara dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar. 
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“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan 
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau 
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank 
sentral, perbankan, keuangan,lembaga internasional, otoritas penerbangan 
diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal 
ditambah dua pertiga.” 
Berdasarkan penelitian dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa keuangan bahwa didalamnya bab perlindungan konsumen dan 
masyarakat untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang 
melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang 
memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor 
jasa keuangan, layanan, dan produknya. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa 
edukasi kepada konsumen diperlukan dan dibutuhkan untuk menunjang 
perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam internet banking. Keseimbangan 
perlindungan hokum terhadap konsumen dengan produsen tidak terlepas dari 
adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para 
pihak.. 
Dari contoh kasus tersebut di atas bahwa saat ini pemanfaatan teknologi 
informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. 
Bahkan di dalam dunia perbankan dimana hampir seluruh proses penyelenggaraan 
sistem pembayaran dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi informasi 
tersebut telah membuat para pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan 
menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam setiap layanan produk dan jasa. 
Layanan sms banking merupakan salah satu bentuk baru layanan bank yang 
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mengubah layanan transaksi manual menjadi layanan transaksi yang menggunakan 
teknologi. 
Penyelenggaraan layanan sms banking yang sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat 
transaksi perbankan menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai kemudahan 
diberikan dalam layanan sms banking, seperti transfer antar rekening, informasi 
saldo dan pembayaran tagihan. Dengan adanya berbagai kemudahan dalam layanan 
perbankan diharapkan nasabah akan merasa puas dengan layanan tersebut. Namun 
demikian tidak semuanya mendapat reaksi yang positif dari nasabah mengenai 
teknologi baru tersebut, hal ini disebabkan adanya keraguan nasabah atas keamanan 
pada fasilitas layanan sms banking tersebut, karena bank belum bisa memberikan 
jaminan keamanan terhadap layanan yang menggunakan teknologi yang bertujuan 
memberikan kemudahan layanan pada nasabah. 
Dengan kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu 
diperhatikan. Meskipun memiliki banyak kemudahan, namun tetap saja layanan 
sms banking tidak terlepas dari masalah. Salah satunya adalah seperti contoh kasus 
yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak bank tidak memberikan konfirmasi 
lanjutan kepada nasabah setelah nasabah melakukan transaksi melalui layanan sms 
banking. Hal ini dapat merugikan nasabah, karena nasabah tidak mengetahui 
apakah transaksi yang dilakukan berhasil atau tidak, sehingga nasabah merasa 
bahwa pihak bank kurang memberikan edukasi dan sosialisasi dalam hal produk 
yang ditawarkannya. 
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Adapun kelemahan lain dalam layanan sms banking adalah adanya 
kemungkinan terjadinya pembobolan rekening. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 
nomor PIN yang diketahui oleh orang lain. Kemungkinan kedua adalah dari orang 
dekat kita sendiri. Pada prinsipnya, pembobolan rekening terjadi ketika orang lain 
atau pihak ketiga mengetahui nomor PIN seorang pengguna sms banking. Terdapat 
dua kemungkinan kebobolan PIN tersebut, pertama, yaitu pihak operator yang 
mempunyai kesempatan untuk melihat nomor PIN pelanggannya. Kemungkinan 
yang kedua adalah PIN diketahui oleh orang terdekat pengguna layanan sms 
banking. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan 
transaksi sms banking, yaitu sebagai berikut: 
 Nasabah wajib mengamankan PIN sms banking. 
 Nasabah bebas membuat PIN sendiri. Jika merasa diketahui oleh orang lain, 
disarankan nasabah segera melakukan penggantian PIN. 
 Nasabah disarankan untuk tidak memberitahukan PIN kepada orang lain 
apapun alasannya. 
 Bilamana SIM Card GSM nasabah hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada 
pihak lain, segera beritahukan kepada bank Anda terdekat atau segera telepon 
ke Call Center bank tersebut. 
Tindakan hukum guna melindungi nasabah dan untuk mencegah kendala-
kendala teknis dalam layanan sms banking antara lain: 
1. Jika terjadi keterlambatan pemberitahuan pengiriman transaksi yang 
diterima oleh nasabah, dimungkinkan berkaitan dengan jaringan provider 
yang sedang sibuk, Seharusnya bank memberikan informasi kepada nasabah 
yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking atas 
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keterlambatan pengiriman transaksi, sehingga nasabah mendapatkan 
kepastian bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil atau tidak. 
2. Kesalahan pengiriman ke nomor lain 
Dalam hal ini bank tidak sepenuhnya dapat disalahkan, karena dalam 
layanan sms banking transaksi dilakukan sendiri oleh nasabah, jadi dalam 
hal ini nasabah diharapkan dapat lebih hati-hati dan memeriksa kembali 
nomor tujuan sebelum transaksi dilakukan. 
3. Tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah 
melakukan transaksi. 
Seharusnya bank memberikan konfirmasi lanjutan atau pemberitahuan atas 
transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, nasabah 
merasa bahwa pihak bank kurang memberikan edukasi dan sosialisasi 
dalam hal produk yang ditawarkannya. Untuk itu, bank harus memberikan 
edukasi dan sosialisasi kepada nasabah yang akan menggunakan layanan 
sms banking, hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan dan 
agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. 
4. Kegagalan dalam pengiriman sms. 
Gagalnya pengiriman sms dapat disebabkan oleh jalur pelayanan sms yang 
sangat tinggi atau keberadaan signal telepon seluler yang kurang memadai. 
Untuk itu, bank seharusnya memberikan informasi kepada nasabah yang 
akan menggunakan layanan sms banking tentang waktu-waktu yang aman 
untuk menggunakan layanan sms banking. 
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Selain kendala teknis, terdapat pula kendala non teknis dalam layanan sms 
banking, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan guna melindungi nasabah 
dan mencegah kendala non teknis antara lain: 
1. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi para nasabah. 
 
Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan 
menjadi sangat penting, karena dalam kenyataannya kedudukan antara para 
pihak seringkali tidak seimbang, dan nasabah selalu berada dalam posisi yang 
lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya 
kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). 
Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan akan 
dapat memberikan hal baru dalam pengaturan perbankan dengan ikut 
diperhatikannya kepentingan nasabah sebagai aspek penting yang ikut 
mempengaruhi perkembangan perbankan nasional. 
2. Belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking. 
Sampai saat ini, pengaturan tentang layanan sms banking hanya terbatas pada 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan 
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, 
Peraturan yang ada masih memiliki banyak kekurangan, seperti kurang jelas, 
kurang lengkap, atau terjadi pertentangan antar peraturan. Dengan telah 
disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk 
penyelenggaraan layanan sms banking. Terkait dengan Undang-Undang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik, kita masih tetap menunggu peraturan yang 
lebih efektif untuk layanan sms banking sebagai pedoman pelaksana layanan 
sms banking. Diharapkan dengan peraturan yang lebih spesifik tentang layanan 
sms banking, hal-hal yang kurang jelas dan kurang lengkap dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang layanan sms banking dapat 
terjawab, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak masalah 
yang dapat merugikan para pihak khususnya nasabah. 
3. Masih lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang.Meskipun telah ada 
peraturan yang terkait dengan layanan sms banking, namun dalam kenyatannya 
layanan ini kurang mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu 
OJK. Untuk mencegah terjadi permasalahan antara para pihak khususnya antara 
pihak bank dengan nasabah, pihak yang berwenang untuk mengawasi 
penyelenggaraan layanan sms banking dapat lebih melaksanakan tanggung 
jawabnya. 
Terkait dengan adanya kemungkinan pembobolan rekening dalam layanan 
sms banking, apabila terbukti pihak bank melakukan kelalaian yang menyebabkan 
nasabah mengalami kerugian, pihak bank seharusnya memberikan ganti rugi 
kepada nasabah itu. Dalam meningkatkan layanan kepada nasabah, dibutuhkan 
kepastian hukum dari pemerintah untuk menjamin keamanan dalam layanan sms 
banking dan sanksi yang sesuai bagi pihak yang melakukan pelanggaran khusunya 
dengan kemungkinan pembobolan rekening nasabah, terdapat sanksi berupa sanksi 
pidana seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
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tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa: 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda 
palingbanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. 
Jika dalam proses layanan sms banking terjadi sengketa antara para pihak, 
maka sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian 
sengketa seandainya ada kasus yang diperkarakan di pengadilan maka berdasarkan 
Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih belum ada hukum yang 
mengaturnya. Maksudnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus suatu perkara dengan alasan belum ada peraturan yang 
mendasarinya. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasan kehakiman yang 
menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan adanya pengaturan hukum dan kepastian hukum untuk menjamin 
keamanan sehingga para nasabah pun dapat melakukan transaksi perbankan 
khususnya layanan sms banking dengan aman dan nyaman karena sudah 
mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif. Pengaturan dan 
kepastian hukum dalam hal ini adalah adanya tindakan hukum berupa tindakan 
preventif seperti dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun 
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tindakan represif, dalam tindakan represif para nasabah dapat menempuh jalur 
hukum baik secara litigasi ataupun non litigasi, didalam menempuh jalur hukum 
secara litigasi para nasabah dapat melakukan gugatan secara perdata ataupun 
pidana, seperti didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 
bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang 
produk SMS Banking belum ada, namun demikian, peraturan perundang-
undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukum nasabah 
pengguna SMS Banking antara lain adalah Undang-Undang tentang Perbankan, 
Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan 
Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya 
antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan dan perlindungan konsumen serta peraturan bank 
indonesia dan surat edaran bank indonesia yang mengatur mengenai transparansi 
informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, penyelesaian 
pengaduan nasabah, mediasi perbankan, dan penerapan manajemen risiko dalam 
penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kerugian nasabah dalam transaksi 
melalui SMS Banking  adalah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengiriman 
transaksi yang diterima oleh nasabah, dimungkinkan berkaitan dengan jaringan 
provider yang sedang sibuk, Seharusnya bank memberikan informasi kepada 
nasabah yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking atas 
keterlambatan pengiriman transaksi, sehingga nasabah mendapatkan kepastian 
bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil atau tidak, Kesalahan pengiriman 
ke nomor lain, Tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun 
nasabah telah melakukan transaksi dan Kegagalan dalam pengiriman sms. 
Faktor lain yang mempengaruhi yaitu Masih lemahnya perlindungan hukum 
bagi para nasabah, Belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas tentang 
layanan sms banking dan Masih lemahnya pengawasan dari pihak yang 
berwenang. 
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